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Muhammad Zaky Achmad (B111 06 649), Tinjauan Kriminologis 
Terhadap Kejahatan Pencurian Handphone (Studi Kasus di Kota 
Makassar Tahun 2010-2012). Di Bawah Bimbingan Muhadar Selaku 
Pembimbing I dan Dara Indrawati Selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pencurian handphone di Kota 
Makassar dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat kepolisian 
untuk menanggulangi kejahatan pencurian handphone di Kota Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya di Kantor 
Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) Makassar. Untuk mencapai 
tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun 
langsung kelapangan (Kantor Polrestabes Makassar) untuk mengumpulkan 
data dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang 
diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara  
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (I) faktor-faktor yang 
menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pencurian handphone di Kota 
Makassar adalah pertama faktor kebutuhan ekonomi, kedua adalah faktor 
lingkungan, dan ketiga adalah faktor gaya hidup. Ketiga faktor inilah yang 
kemudian menumbuhkan cikal-bakal seseorang untuk melakukan kejahatan, 
khusus faktor gaya hidup didasarkan atas tingkat kebutuhan dan masuknya 
budaya barat yang begitu pesat di Kota Makassar membuat para anak-anak 
di Kota Makassar tidak mau ketinggalan trend, sehingga karena tidak 
didukung dengan ekonomi yang baik maka salah satu solusi yang mudah 
untuk dilakukan adalah dengan melakukan pencurian handphone, dan (II) 
upaya yang dilakukan aparat kepolisian untuk menanggulangi kejahatan 
pencurian handphone di Kota Makassar adalah dengan melakukan upaya 
pencegahan kejahatan (preventif), dan upaya penanggulangan kejahatan 
(represif), kedua hal inilah yang menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat 
akan taat hukum, agar kejahatan pencurian dapat di minimalisir, dan 
memberikan rasa aman bagi masyarakat, agar tidak merasa was-was, dan 
masyarakatpun dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman. 
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A. Latar Belakang Masalah  
Hukum sebagai pengendali sosial (social control) dilengkapi dengan 
berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaedah-kaedahnyadapat ditaati 
dan dipatuhi. Tekanan yang diberikan oleh hukum melalui sanksi, secara 
psikis memaksa setiap individu untuk bersikap dan berperilaku sesuai 
dengan yang dikehendaki oleh hukum dalam kaedah-kaedahnya.  
Telah menjadi kenyataan bahwa salah satu faktor pendorong adanya 
kepatuhan dan ketaatan individu pada hukum tidak lain karena adanya 
sanksi, sehingga tidak dapat dibayangkan bagaimana hukum dapat mengikat 
sanksi, apakah efektif ataukah sebaliknya. Hukum pidana memiliki stelsel 
hukum yang berbeda dengan sistem hukum lainnya, yang lebih mendasarkan 
sanksinya pada sanksi fisik. Kalau tidak dianggap terlampau ringan, pasti 
akan dinilai terlampau berat. Dengan kata lain, keadilan dalam putusan hakim 
masih memperoleh sorotan tajam. 
Penjatuhan sanksi pidana baik itu pidana pokok maupun pidana 
tambahan sebagai upaya meminimalisir tindak pidana tidak hanya 
dipersoalkan dari berat ringannya saja, tetapi perlu juga dipikirkan manfaat 
sanksi pidana itu sendiri dan seberapa besar pengaruh sanksi pidana yang 
diberikan itu dapat menanggulangi kejahatan dan mengubah perilaku jahat 
atau membuat terpidana menginsyafi kesalahan yang telah dilakukannya.  
xii 
 
Manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi, termasuk 
kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat untuk memperoleh 
mempertahankan kehidupan, maupun hanya sebatas pemenuhan hasrat 
ingin memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status sosial (taraf hidup). 
Dengan bekerja diharapkan pemenuhan kebutuhan ini menjadi sebuah hal 
sah, bahkan bernilai ibadah dalam agama. Namun harapan itu tidak 
selamanya terpenuhi, karena beragamnya sifat dan cara pemenuhan 
kebutuhan sandang dan pangan manusia yang terkadang menghalalkan 
segala cara, termasuk melakukan tindak pidana pencurian. 
Tindak pidana pencurian dalam hal ini pencurian handphone sampai 
saat ini masih meresahkan masyarakat dan menjadi masalah yang cukup 
serius serta memerlukan pemecahan. Oleh karena itu, diperlukan usaha 
penanggulangan atau setidak-tidaknya pencegahan yang baik dari semua 
pihak, baik dari aparat hukum maupun dari masyarakat, yang harus 
diidentifikasikan agar dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana. 
Dalam hal ini semua pihak harus bekerja sama dalam mengaktualisasikan 
nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak tegas para pelaku 
tindak pidana pencurian handphone agar sedapat mungkin bisa menekan laju 
perkembangannya, bukan tidak mungkin tindak pidana pencurian handphone 
akan terus bertambah di masa-masa yang akan datang, bahkan akan 
menjadi fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak 
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orang yang harus menjadi korban perbuatan orang-orang yang tidak 
bertanggungjawab. 
Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak 
pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian 
hukum yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif 
hukum dan perundang-undangan yang ada. Penjatuhan pidana bukan 
semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan tujuan untuk 
mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum 
(Niniek Suparni, 2007:5), yang paling penting adalah pemberian bimbingan 
dan pengayoman, agar pelaku kejahatan (khususnya pencurian handphone) 
menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. 
Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan 
menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan 
terpeliharanya ketertiban umum (Adami Chazawi, 2002:15). Sehingga tentu 
saja praktik pencurian handphone di Kota Makassar tersebut diharapkan 
sudah dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari 
para penegak hukum. Namun pada kenyataannya masih banyak kita jumpai 
kasus-kasus pencurian yang terjadi di masyarakat. Fenomena semacam ini 
mengindikasikan bahwa ternyata hukum pidana yang mempunyai sanksi 
yang tegas belum dapat di jalankan secara optimal oleh para penegak 
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hukum, khususnya bagi pihak kepolisian sebagai pengayom dan pengatur 
ketertiban di masyarakat. 
Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk 
mengkaji lebih jauh mengenai kejahatan pencurian (khususnya pencurian 
handphone) di Kota Makassar, sehingga penulis memilih judul “Tinjauan 
Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Handphone (Studi Kasus di 
Kota Makassar Tahun 2010 – 2012)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok 
kajian, maka berikut ini diidentifikasi beberapa permasalahan dalam 
penelitian ini : 
1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan 
pencurian handphone di Kota Makassar? 
2. Upaya apakah yang dilakukan aparat kepolisian untuk menanggulangi 
kejahatan pencurian handphone di Kota Makassar? 
C.  Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui ; 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang 
melakukan kejahatan pencurian handphone di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat kepolisian untuk 
menanggulangi kejahatan pencurian handphone di Kota Makassar. 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 
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1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana 
khususnya mengenai kejahatan pencurian yang saat ini sangat marak 
terjadi di Kota Makassar. 
2. Sebagai sumbangan pemikiran / masukan kepada pihak aparat penegak 
hukum, khususnya bagi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak 
pidana pencurian handphone di Kota Makassar, karena saat ini 
handphone bukan lagi merupakan barang mewah, oleh karena itu setiap 
lapisan masyarakat, tidak mengenal umur, rata-rata memiliki handphone, 
seiring dengan hal tersebut, maka semakin meningkat pula kejahatan 
pencurian terhadap handphone, oleh karena itu dibutuhkan 

















A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi. 
Istilah kriminologi berasal dari bahasa inggris yaitu criminology, yang 
berasal dari bahasa latin yaitu dari kata crimen yang artinya penjahat dan 
logos yang artinya pengetahuan. Dari pengertian tersebut dapat diambil 
kesimpulan bahwa kriminologi artinya ilmu tentang kejahatan atau penjahat 
(Topo Santoso, 2007:9). Pendapat yang sama dikemukakan oleh A.S. Alam 
dan Amir Ilyas (2010:1) yang menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu 
tentang kejahatan. Kriminologi merupakan ilmu pengatahuan yang 
mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali 
dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi prancis. 
Pengertian kriminologi (Hari Saherodji, 1980:9) yaitu:  
“Mengandung pengertian yang sangat luas, dikatakan demikian, 
karena dalam mempelajari kejahatan tidak dapat lepas dari pengaruh 
dan sudut pandang.Ada yang memandang kriminologi dari sudut 
perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam 
masyarakat”. 
 
Kriminlogi sebagai ilmu pengetahuan dimulai pada abad ke-19, pada 
abad-abad sebelumnya telah ada penyelidikan dan berbagai teori yang 
muncul mengenai kriminologi tetapi belum sistematis dan memenuhi syarat 
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sebagai ilmu pengetahuan karena masih didasakan pada intiusi dan kurang 
logis. 
Menurut Bonger (Hari Saherodji, 1980:9) kriminologi sebagai “ilmu 
pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas- luasnya”. 
Melalui definisi ini, Bonger (Hari Saherodji, 1980:9) membagi kriminologi ini 
menjadi kriminologi murni yang mencakup:  
- Antropologi kriminil : imu pengetahuan tentang manusia yang jahat 
suatu bagian dari ilmu alam. 
- Siosiologi kriminil : Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai 
suatu gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang sampai dimana 
letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) 
dalam arti luas juga termasuk pennyelidikan mengenai keadaan 
keliling physiknya. 
- Psikologi kriminal : ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang 
dari sudut ilmu jiwa, penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat, 
dapat ditujukan semata-mata pada kepribadian perseorangan 
(umpama) bila dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim, 
bila dapat juga untuk menyusun Tipologi/golongan penjahat, 
penyelidikan mengenai gejala- gejala yang nampak pada 
kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, 
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sebagian juga termasuk dalam psychologi kriminil dimana 
penyelidikan psychology kriminil/ sosial mengenai repercussis yang 
disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup yang 
tak boleh dilupakan, akhirnya ilmu jiwa darri orang-orang lain 
dipengadilan sebagai saksi, pembela dan lain-lain serta pengakuan 
seseorang.  
- Psche dan Neure-pathologi kriminil : ilmu pengetahuan tentang 
penjahat yang dihinggapi sakit jiwa atau sakit urat syaraf.  
- Penologi : ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya 
hukuman sertaarti dan faedahnya. 
- Kriminalistik : ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan yang 
menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan yang 
merupakan gabungan ilmu jiwa tentang kejahatan, dan penjahat, 
ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, gropologi dan 
lain-lain.  
Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2007:10-11) 
merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang 
bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (The body of 
knowledge regarding crime as a social phenomenon). Kriminologi mencakup 




Moeljatno (1986:3) mengemukakan bahwa kriminlogi adalah:  
“sebagai suatu istilah global atau umum suatu lapangan ilmu 
pengetahuan yang sedemikian rupa dan beraneka ragam, sehingga 
tidak mungkin dikuasi oleh seorang ahli saja”  
Sedangkan menurut Wilhelm Saver (Moeljatno, 1986:3) mengatakan 
bahwa :  
“Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang 
dilakkukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, 
sehingga objek penelitian kriminologi ada dua, yaitu :1. Perbuatan 
individu (Tat Und Tater), 2.Perbuatan kejahatan”. 
 
Menurut Moeljatno, (1986:6) menyatakan bahwa “kriminologi 
merupakani lmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan 
tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu”.  
Berdasarkan uraian singkat di atas ditarik suatu pemikiran, bahwa 
kriminologi adalah bidang ilmu yang cukup penting dipelajari karena dengan 
adanya kriminologi, dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap 
kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana. Munculnya lembaga- lembaga 
kriminologi dibeberapa perguruan tinggi sangat diharapkan dapat 
memberikan sumbangan-sumbangan dan ide-ide yang dapat dipergunakan 
untuk mengembangkan kriminologi sebagai science for welfare of society.  
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Dengan kata lain, kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang 
diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, kriminologi 
merupakan bagian dari ilmu social, akan tetapi kriminologi tidak bisa 
dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khsususnya hukum pidana.  
Kriminologi merupakan bagian dari kurikulum program studi ilmu 
hukum Karena berdasarkan symposium international society of Criminology, 
kriminologi perlu diajarkan bagi sekolah tinggi hukum atau bagi aparat 
penegak hukum. 
Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut 
pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang- undang 
(selanjutnya UU). Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang 
melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe–tipe 
penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat 
terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan 
pemberantasan kejahatan.  
Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah 
kejahatan, dimana kejahatan ini adalah gejala sosial, maka kriminologi pada 
dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual. Dalam hal ini 
kriminologi merupakan non legal discipline.  
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Sutherland (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010:3) menambahkan bahwa:  
“Dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin 
ilmu pengetahuan. Dengan kata lain kriminologi merupakan disiplin 
ilmu yang bersifat interdisiplin. Berbagai disiplin yang sangat erat 
kaitannya dengan kriminologi antara lain hukum pidana, hukum acara 
pidana, antropologi”. 
 
Ruang lingkup kriminologi yaitu Kriminologi harus dapat menjelaskan 
faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan 
menjawab sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Menurut 
Sutherland (1960) dalam Topo Santoso (2007:9) yang termasuk dalam 
bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, 
pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, dan reaksi-reaksi terhadap 
pelanggaran undang-undang tersebut. Dengan begitu maka ruang lingkup 
kriminologi sangat berkaitan erat dengan undang-undang, dalam pembuatan, 
pelanggaran ataupun reaksinya. 
Hubungan interaksi dari ketiga hal diatas merupakan objek studi dari 
kriminologi, dan merujuk kepada tiga aspek tersebut maka Sutherland (1960) 
dalam Topo Santoso (2007:9) membagi kriminologi dalam tiga bidang ilmu, 
yaitu : 
1. Sosiologi hukum yang bertugas mencari penjelasan tentang 




2. Etiologi kriminal yang betugas mencari penjelasan tentang sebab-
sebab terjadinya kejahatan secara analisis ilmiah.  
3. Penologi artinya ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau 
berkembangnya hukuman, dan manfaatnya yang berhubungan 
dengan upaya pengendalian kejahatan (control of crime). 
Pendapat Sutherland yang membatasi kejahatan hanya dalam 
perbuatan yang terdapat dalam hukum pidana mendapat kritikan dari 
Mannheim dan Thorstein Sellin yang menyatakan bahwa kriminologi harus 
diperluas lagi dengan memasukan norma-norma tingkah laku. Maka objek 
studi kriminologi menurut Manheim yaitu tidak saja perbuatan yang oleh 
penguasa dinyatakan dilarang tetapi juga tingkah laku yang oleh masyarakat 
dianggap tidak disukai, meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum 
tercantum dalam hukum pidana. 
Bemmelen (1958) dalam Topo Santoso (2007:14) mengartikan 
kejahatan sebagai setiap kelakuan yang menimbulkan kegoncangan 
sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu 
berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut 
dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) 
terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan).  
Pendapat Bemmelen diatas tidak hanya membahas tentang 
kejahatannya saja tetapi juga penjatuhan hukuman bagi penjahatnya yang 
pada gilirannya berkembang menjadi ilmu pengetahuan tersendiri yang 
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dinamakan dengan penologi. Penjelasan tentang alas an pembenaran 
pemberian hukuman didasarkan pada teori tentang penghukuman yang 
terdiri dari teori besar, yaitu : 
1. Retribution, bahwa pelaku kejahatan harus membayar kerugian 
atas perbuatannya yang telah membuat orang lain menderita. Teori 
ini memiliki saudara kembar yaitu teori expiation yaitu menekankan 
pada inisiatif untuk membayar ganti rugi atas perbuatan yang telah 
dilakukan si pelanggar hukum seolah-olah datang dari si pelaku, 
tetapi yang menentukan hukuman tetap pihak lain diluar dirinya, 
yaitu hakim. Perbedaannya adalah teori retribution diartikan bahwa 
pihak yang dirugikan yang mekasa pelaku untuk membayar, 
sedangkan expiation diartikan seolah-olah pelaku sendiri yang 
berinisiatif membayar. 
2. Utilitarian Prevention : Deterrence, yaitu pencegahan pelanggaran 
hukum dengan manfaat melalui penolakan. Mengartikan bahwa 
seseorang akan mengurungkan niatnya untuk melakukan 
kejahatan apabila melihat hukuman yang keras. Aspek manfaat 
dari hukuman yang diharafkan dapat digolongkan ke dalam dua 
jenis, yaitu general deterrence yaitu upaya menakut-nakuti orang 
banyak yang belum pernah melakukan pelanggaran hukum dengan 
memberikan pengetahuan tentang kerasnya hukuman bagi 
seorang penjahat, special deterrence yaitu upaya menakut-nakuti 
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pelanggagr hukum yang sedang atau telah dihukum untuk tidak 
melakukan pelanggaran kembali dengan memberinya hukuman 
yang keras atau membuat mereka menderita. 
3. Special deterrence : Intimidation, mengartikan bahwa hukuman 
harus bermakna bagi suatu upaya penolakan khusus terhadap 
pelaku, yakni berwujud sebagai suatu intimidasi. Mengartikan 
bahwa pelaku pelanggaran hukum yang menerima hukuman akan 
mengalami penderitaan yang hebat sehingga membuatnya menjadi 
kapok untuk berbuat jahat kembali. 
4. Behavioral prevention : incapacitation, bahwa hukuman yang 
diberikan kepada pelanggar hukum seyogyanya harus memiliki 
manfaat untuk mencegah kejahatan melalui medium atau 
perantaraan perubahan perilaku dari si pelanggar hukum. Tujuan 
pemberian hukuman adalah agar si pelanggar hukum tidak lagi 
memiliki kemampuan untuk melakukan kejahatan lagi, konsep 
berpikir dari teori ini adalah bahwa pelanggar hukum yang dinilai 
memiliki kemungkinan besar untuk mengulangi perbuatannya akan 
dibuat tidak berdaya.  
5. Behavioral prevention : rehabilitation, teori ini menekankan pada 
cara atau upaya mengamankan masyarakat melalui perubahan 
kepribadian pelaku. Teori ini mempunyai tujuan yakni merubah 
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kepribadian dari pelanggar hukum menjadi taat hukum melalui 
rehabilitasi. 
Sedangkan menurut A.S. Alam dan Amir Ilyas (2010:2-3), ruang 
lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:  
- Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws). 
- Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of laws).  
Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking 
laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum 
berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum 
berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention).  
Dalam hal proses pembuatan hukum pidana (process of making laws), 
maka yang jadi pokok bahasannya meliputi definisi kejahatan, unsur-unsur 
kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, dan 
statistik kejahatan. Dalam etiologi kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran 
(mazhab-mazha) kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif 
kriminologi.  
Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga yaitu reaksi terhadap 
pelanggaran hukum antara lain teori-teori penghukuman dan upaya-upaya 
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penanggulangan/ pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan preventif, 
represif, dan rehabilitatif. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa 
kriminologi mempelajari mengenai kejahatan, yaitu pertama, norma-norma 
yang termuat di dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang 
pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut 
penjahat. Dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan 
pelaku.Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan 
masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul 
dimasyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan 
masyarakat luas. 
B. Pengertian Kejahatan 
Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang 
bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah 
disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana, tidak ada satu definisi pun tentang kejahatan. Dalam buku II Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana hanya memberikan perumusan perbuatan 
manakah yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Misalnya pasal 338 KUHP 
: Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena 
pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun.  
R. Soesilo (B. Bosu, 1982:19) membedakan pengertian kejahatan 
secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi 
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yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang 
bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan ditinjau dari segi 
sosiologis, maka yang dimaksudkan dengan kejahatan artinya perbuatan 
atau tingkah-laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan 
masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan 
ketertiban.  
Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial 
dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap 
dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang 
normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga 
yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. 
Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana 
ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai 
kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-
pihak mana yang memang melakukan kejahatan. 
Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, 
warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa 
dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan 
yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, 
direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. 
Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana 
kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.  
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Definisi kejahatan menurut Kartono (2003 : 125) bahwa : 
“Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang 
bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan 
masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-
undang pidana”. 
 
Definisi kejahatan menurut Kartono (2003 : 126) bahwa : 
“Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan 
tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis 
sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan 
menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup 
dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-
undang pidana)”. 
Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam kejahatan 
bergantung pada sasaran kejahatannya. Sebagaimana dikemukakan oleh 
Mustofa (2005 : 47) bahwa :  
“Jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya yaitu : Kejahatan 
terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan 
terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan 
terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian), kejahatan 
terhadap keamanan Negara”.  
 
Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat 
disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena 
ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam 
masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku 
dalam masyarakat. Menurut Budianto (dalam Forum, 2007:19) bahwa : 
“Salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan di Indonesia adalah 
tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah 
jika masalah pengangguran tidak segera diatasi”. 
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Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di 
Indonesia, misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas 
pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi 
lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan. 
Menurut Sutrisno dan Sulis (2008 : 4) bahwa : “penyebab kejahatan 
dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya, 
dan unsur kerohanian”. Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut 
kejiwaan/kerohanian, ada penjahat yang pada lahirnya kejiwaannya lekas 
marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. 
Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah. Selain itu 
ada istilah kleptomia yaitu mereka yang acap kali menjadi orang yang sangat 
tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya. Sifat suka mencuri 
semacam ini semata-mata merupakan kesukaannya meskipun tidak perlu 
baginya. 
Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis 
kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase kejahatan yang 
dilakukan wanita dan laki-laki berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik 
bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari 
pada wanita. Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang 
dimiliki wanita dengan sifat-sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga 
diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah bila dibanding dengan laki-laki.  
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Menurut faktor alam sekitarnya si penjahat dapat dilihat dari segi 
pendidikan dan pengajaran pribadinya sehari-hari, keburukan-keburukan dan 
ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami 
anak-anak dalam perkembangannya dapat merangsang dan mempengaruhi 
tingkah laku si anak itu kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Apalagi 
kalau anak itu sama sekali tidak pernah mendapat pendidikan yang teratur 
baik dari sekolah maupn dari orangtuanya.  
Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak 
kejahatan, misalnya : kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan 
padatnya keluarganya, kenakalan dan kejahatan orang tua, perpecahan 
dalam keluarga karena perceraian suami-istri, kurangnya perasaan aman 
karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga, 
pengawasan orang tua yang kurang, disiplin ayah yang keras, serta 
permusuhan anak terhadap orang tua. 
Selain itu, media komunikasi sperti : surat kabar, majalah-majalah, 
brusur-brosur, buku cerita, foto, radio, film, TV, buku-buku komik, dan berita-
berita lain dalam kebudayaan tentang kejahatan besar pengaruhnya terhadap 
anak-anak. Sedangkan faktor lain yaitu unsur kerohanian, ketaatan 
beragama sangat mempengaruhi kejahatan. Seperti dikemukakan Ridwan 
dan Ediwarman (1994:36) : “Dalam berkembangnya ketaatan beragama, 




Jika ada kejahatan berarti ada pelaku kejahatan (penjahat), dimana 
pengertian penjahat dari aspek yuridis menurut Ridwan dan Ediwarman. 
(1994:49) bahwa : “Penjahat adalah seseorang yang melanggar peraturan-
peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh 
pengadilan serta dijatuhi hukuman”. 
Berdasarkan tradisi hukum (Pengadian) yang demokratis, seseorang 
yang telah mengaku melakukan suatu kejahatan ataupun tidak, dipandang 
sebagai seorang penjahat sampai kejahatannya dibuktikan menurut proses 
pengadilan yang telah ditetapkan. 
Ada bebagai macam bentuk penjahat. Menurut Lambroso (dalam 
Ridwan dan Ediwarman, 1994:3) bahwa :  
“Bentuk-bentuk penjahat: penjahat bawaan lahir; penjahat yang kurang 
beres ingatan/pikiran/penjahat gila. Penjahat peminum 
alkohol/minuman keras; penjahat dalam kesempatan, ada kalanya 
karena terdesak dan adakalanya karena kebiasaan; penjahat karena 
hawa nafsu yang sifatnya bernafsu melaksanakan kemauannya 
secara bebas dan seenaknya saja; penjahat bentuk campuran antara 
penjahat kelahiran/bakat ditambah dengan kesempatan”. 
 
Pidana atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum 
atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. 
Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, 
perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak 
berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan 
motif politik atau paham. 
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Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang 
hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas 
dasar sebuah negara hukum: seseorang tetap tidak bersalah sebelum 
kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh 
pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau 
narapidana. 
Dalam mendefinisikan kejahatan, ada beberapa pandangan mengenai 
perbuatan apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi 
kejahatan dalam pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan 
dalam kriminologi yang dipandang secara sosiologis. Secara yuridis, 
kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar 
undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara 
kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah 
laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan 
suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. 
Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi 
non-formal. 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) sendiri tidak 
mendefinisikan secara jelas mengenai kejahatan. Adapun KUHP telah 
mengatur sejumlah delik kejahatan dalam Pasal 104 hingga Pasal 488 
KUHP. Sejumlah pakar hukum pidana mendefinisikan kejahatan berdasarkan 
pemikiran mereka masing-masing, salah satunya adalah R. Soesilo. 
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Definisi “Kejahatan” menurut R.Soesilo dalam bukunya berjudul “Kitab 
Undang-Undang Hukum. Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal 
Demi Pasal” (1985, Penerbit Politeia) membedakan pengertian kejahatan 
menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis sudut 
pandang sosiologis. 
Dilihat dari sudut pandang yuridis, menurut R. Soesilo, pengertian 
kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan 
undang-undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan 
adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga 
sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, 
ketentraman dan ketertiban. Demikian menurut R. Soesilo. 
 
 
C. Pengertian, Unsur-Unsur, dan Jenis Kejahatan Pencurian 
Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) tercantum : kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang 
memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Beberapa tindakan 
kejahatan yang sering terjadi adalah Pencurian. 
1. Pengertian Kejahatan Pencurian 
Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan 
akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi 
tanpa diketahui oleh orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain 
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secara tidak sah. Orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. 
Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan 
mencuri. 
Di dalam ketentuan KUHP Indonesia, pada Pasal 362 menyatakan: 
“Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau 
sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus 
rupiah”. 
Dari ketentuan di atas, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam 
bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian dirumuskan secara 
tegas dan jelas, sedangkan pada pasal-pasal KUHP lainnya tidak disebutkan 
lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama, 
kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau 
peringanan. 
2. Unsur-Unsur Delik Pencurian 
Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pada 
Pasal 362 KUHP terdiri atas Unsur-unsur sebagai berikut :    
(a) Barang siapa 
(b) Mengambil  
(c) Sesuatu barang 
(d) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain  
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(e) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.  
Agar seorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana 
pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti telah memenuhi 
semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan 
Pasal 362 KUHP.  
a. Barang siapa  
Seperti telah  diketahui, unsur pertama dari tindak pidana yang 
diatur dalam Pasal 362 KUHP itu adalah hij, yang lazim 
diterjemahkan orang kedalam bahasa inidonesia dengan kata 
Barang siapa, atau menunjukkan seorang manusia, yang apabila ia 
memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 
KUHP, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana 
pencurian tersebut, ia dapat dipidana dengan pidana penjara 
selama-salamanya lima tahun atau pidana denda Setinggi-
tingginya sembilan ratus rupiah. 
 
b. Mengambil  
Unsur yang kedua dari tindak pidana pencurian yang diatur 
dalam Pasal 362 KUHP ialah wegnemen atau Mengambil. Perlu 
kita ketahui bahwa baik Undang-undang maupun pembentukan 
Undang-undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu 
penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, 
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sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu 
sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni:  
1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada  
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. 
Menurut Blok (P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, 
2009:13) 
“Mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu 
benda dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di 
bawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari 
dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda 
tersebut.   
Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut 
sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia 
kemudian telah melepaskan kembali benda yang besangkutan 
karena ketahuan oleh orang lain. Didalam doktrin terdapat 
sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat 
dipandang sebagai telah terjadi, masing-masing yakni :  
1. Teori Kontrektasi  
Menurut teori ini adanya suatu perbuatan mengambil itu itu 
disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah 
memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula. 
2. Teori Ablasi 
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Teori ini mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil 
itu disyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah 
diamankan oleh pelaku. 
3. Teori Aprehensi  
Menurut teori ini , untuk adanya perbuatan mengambil itu 
disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang 
bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata.  
c. Sesuatu Barang  
Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, 
yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-
bagi dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut 
berhak atas barang itu. Hanya jika barang itu tidak dimiliki oleh 
siapa pun, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada 
tindak pidana pencurian.   
Menurut R. Soesilo (1996:250) memberikan pengertian 
sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termaksud 
pula Binatang (manusia tidak termaksud) , misalnya Uang, baju, 
kalung, dan sebagainya.  
Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, 
meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. 
Barang disini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. 
d. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”   
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Barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau milik 
orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki 
pengertian bahwa meskipun barang yang dicuri tersebut 
merupakan sebahagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari 
pelaku pencurian tersebut dapat dituntut dengan Pasal 362 KUHP. 
Misalnya saja ada dua Orang membeli sebuah sepeda motor 
dengan modal pembelian secara patungan, kemudian setelah 
beberapa hari kemudian salah seorang diantaranya mengambil 
sepeda motor tersebut dengan maksud dimilikinya sendiri dengan 
tidak seizin dan tanpa sepengetahuan rekannya, maka perbuatan 
orang tersebut sudah dikatagorikan sebagai perbuatan mencuri. 
Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa yang dapat 
menjadi objek tindak pidana pencurian hanyalah benda-benda 
yang ada pemiliknya saja, Sebaliknya bahwa barang-barang yang 
tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai objek dari 
pencurian, misalnya binatang-binatang yang hidup dialam liar, dan 
barang-barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya.  
e. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum 
Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur 
menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini akan 
memberikan warna pada perbuatan “menguasai” itu menjadi 
perbuatan yang dapat dipidana. 
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Secara umum melawan hukum adalah bertentangan dengan 
hukum, baik itu hukum dalam artian objektif maupun hukum dalam 
artian subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak 
tertulis.    
P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang (2009:33) Memiliki 
secara melawan hukum itu juga dapat terjadi jika penyerahan telah 
terjadi karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar 
hukum, misalnya dengan cara menipu, dengan cara memalsukan 
surat kuasa, dan sebagainya.  
Berdasarkan uraian unsur-unsur pencurian diatas, apabila 
dalam suatu perkara tindak pidana pencurian unsur-unsur tersebut 
tidak dapat dibuktikan dalam pemeriksaan disidang pengadilan, 
maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan bebas kepada 
terdakwa. Oleh karena itu proses pembuktian dalam persidangan 
perlu kecermatan dan ketelitian khususnya bagi penyidik dan  
jaksa penuntut umum dalam menerapkan Unsur-unsur tersebut.  
Setelah unsur-unsur Pasal 362 KUHP diketahui maka untuk 
melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya yang dilarang 
dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, maka akan dilihat 
makna dari unsur-unsur. Patut kiranya dikemukakan, bahwa ciri 
khas pencurian ialah mengambil barang yang seluruhnya atau 
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sebagian kepunyaan orang lain  untuk dimiliki dengan cara 
melawan hukum. 
3.  Jenis-Jenis Kejahatan Pencurian 
Pencurian secara umum dalam KUHP dibagi menjadi 2 (dua) jenis, 
yakni pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan. Pencurian biasa 
telah penulis paparkan pada sub-sub bab sebelumnya, oleh karena itu dalam 
sub bab ini, penulis lebih memfokuskan pada jenis pencurian yang kedua, 
yakni pencurian dengan pemberatan. 
Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrin 
disebut sebagai “pencurian yang berkualifikasi’. Wirjono menterjemahkan 
dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara 
tertentu. Penulis lebih setuju istilah yang tepat untuk digunakan yaitu  
“pencurian dengan pemberatan”,  sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat 
dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman 
pidananya. 
Menurut Sugandhi (1981:376) bahwa yang dimaksud dengan 
pencurian berkualifikasi adalah : pencurian yang mempunyai unsur dari 
pencurian dalam bentuk pokok akan tetapi unsur-unsur mana ditambah 
dengan unsur-unsur lain, sehingga hukuman yang diancamkan terhadap 
pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi diperberat. 
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Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi 
diatur dalam Pasal 363 KUHP. Oleh karena pencurian yang berkualifikasi 
tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan 
dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian 
terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus 
diawali dengan pembuktian pencurian dalam bentuk pokoknya. 
Mengenai hal ini Pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan : 
(1) Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun : 
1. Pencurian ternak,  
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, bencana banjir, 
gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal 
karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, 
pemberontakan, atau bahaya perang, 
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah 
kediaman atau perkarangan yang tertutup dimana terdapat 
rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa 
sepengatahuan atau bertentangan dengan kehendak yang 
berhak, 




5. Pencurian yang, untuk masuk ketempat melakukan 
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, 
dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, 
atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau 
pakaian jabatan palsu. 
(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam angka ke 3 disertai dengan 
salah satu hal tersebut dalam angka ke 4 dan ke 5 , maka 
dikenakan pidana paling lama sembilan tahun. 
Penulis akan memaparkan unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHP, 
namun untuk dapat melihat unsur-unsur dalam pasal tersebut, langkah 
pertama yang harus diambil adalah melihat unsur-unsur yang terdapat dalam 
Pasal 362 KUHP. Jadi untuk adanya pencurian dengan pemberatan 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, baru setelah itu dibuktikan 
unsur-unsur yang memperberat pencurian tersebut. 
Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka unsur-unsur dalam Pasal 
363 KUHP adalah :  
1. Unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP; 
2. Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi : 
a) Pencurian Ternak (Pasal 363 ayat (1) angka 1 KUHP)  
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Didalam pasal ini unsur yang memberatkan ialah unsur 
“Ternak” dalam undang-undang tidak memberikan penjelasan 
tentang apa yang disebut “Ternak”, melainkan dalam Pasal 101 
KUHP “Ternak” diartikan Hewan yang berkuku tunggal, hewan 
pemamah biak dan babi. Hewan pemamah biak misalnya 
Kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan 
yang berkuku satu misalanya Kuda, Keledai, dan lain 
sebagianya. Unsur “Ternak” menjadi unsur yang memperberat 
kejahatan pencurian, oleh karena ternak dari sebagian 
masyarakat di indonesia dianggap sebagai harta kekayaan yang 
paling penting.  
b) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, 
ledakan, bahaya banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan 
gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan 
kereta Api, pemberontakan, huru-hara, atau bahaya perang. 
Pasal 363 ayat (1) angka 2 KUHP. Untuk berlakunya ketentuan 
Pasal 363 ayat(1) angka 2 KUHP ini tidak perlu, bahwa barang 
yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga 
meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana 
tidak terjaga oleh pemiliknya. Dengan kata lain, dapat dikatakan 
bahwa antara terjadinya  bencana tersebut dengan pencurian 
yang terjadi harus ada hubungannya. Artinya, pencuri tersebut 
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benar-benar mempergunakan kesempatan adanya bencana 
tersebut untuk mencuri.  
c) Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak      pidana 
pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat(1) angka 3 KUHP 
ialah karena tindak pidana pencurian seperti yang dimaksudkan 
dalam Pasal 362 KUHP telah dilakukan pada malam hari, yakni:  
1.  Didalam suatu tempat kediaman  
P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang (2009:44) 
Yang dimaksud dengan Woning yang diterjemahkan 
dengan kata Tempat kediaman ialah setiap bangunan 
yang diperuntukan dan dibangun sebagai tempat 
kediaman termasuk dalam pengertian yakni kereta-
kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat 
kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah 
dibangun sebagai tempat kediaman. 
 
2. Diatas sebuah perkarangan tertutup yang diatasnya 
terdapat sebuah tempat kediaman. 
Yang dimaksud dengan perkarangan tertutup 
adalah perkarangan yang diberi penutup untuk 
membatasi perkarang tersebut dari perkarangan-
perkarangan lain yang terdapat disekitarnya.  
Perkarangan tertutup itu tidak perlu merupakan suatu 
perkarangan yang tertutup rapat misalnya dengan 
Tembok atau kawat berduri, melainkan cukup jika 
perkarangan tersebut ditutup,misalnya dengan pagar 
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bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan 
batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, 
bahkan juga dengan galian yang tidak berair. 
3. Dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa 
sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan 
orang yang berhak.  
“Yang dimaksud dengan kata berada disana itu ialah 
yang berada di tempat terjadinya tindak pidana, Tentang 
siapa yang harus dipandang sebagai orang yang berhak 
itu, Hoge Raad (1927:946) mengatakan antara lain 
bahwa setiap pemakai suatu tempat kediaman atau 
halaman tertutup  dapat merupakan orang yang berhak. 
Jika seorang ibu rumah tangga berada dirumah pada 
waktu suaminya sedang berpergian, maka ibu rumah 
tangga itulah yang merupakan orang yang berhak”.  
 
d) Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian 
yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP  Yang 
dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama itu, ialah dilakukan dalam bentuk medeplegen 
atau turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 
ayat (1) angka 1 KUHP. Sekalipun demikian, Pasal 363 ayat (1) 
angka 4 ini tidak mensyaratkan adanya kerjasama antara 
pelaku sebelumnya. Pencurian oleh dua orang atau lebih sudah 
dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada 
kerja sama. Jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari 
para pelaku.  
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a) Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian 
yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP ialah 
karena untuk dapat memperoleh jalan masuk ketempat 
kejahatan atau untuk dapat mencapai benda yang akan 
diambilnya itu, pelaku telah melakukan pebongkaran, 
pengrusakan, pemanjatan, atau telah memakai kunci-kunci 
palsu, perintah palsu, atau seragam palsu. 
 Unsur “merusak” 
Menurut Kartanegara merusak ialah  perbuatan 
pengrusakan terhadap suatu benda. Misalnya membuat lubang 
di dinding, melepaskan jendela atau pintu rumah hingga 
terdapat kerusakan, dan lain sebagainya. 
 Unsur “memanjat”  
Berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, memanjat ialah 
masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk 
masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan 
sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit 
yang digunakan sebagai batas penutup.  
 Unsur “anak kunci palsu”  
Berdasarkan Pasal 100 KUHP, yang menyatakan bahwa 
dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang 
diperuntukan untuk membuka kunci. Meliputi benda-benda 
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seperti kawat, paku, obeng, dan lainnya yang digunakan untuk 
membuka slot Kunci.  
 Unsur “Perintah Palsu”  
Menurut beberapa pakar, istilah perintah palsu ditafsirkan 
dengan berbagai batasan. 
i. R. Soesilo (Tongat, 2006:33)  
Perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya 
seperti surat perintah yang asli yang dikeluarkan oleh orang 
yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. 
ii. Moch. Anwar (Tongat, 2006:33)  
Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatanya  
seperti surat perintah asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh 
orang yang berwenang membuatnya berdasarkan peraturan 
yang sah.  
 Unsur “pakaian jabatan palsu”  
Dalam pasal ini yang dimaksud “pakaian palsu” ialah baju 
seragam yang biasanya dipakai oleh seorang pejabat tertentu, 
yang pemakaiannya oleh seseorang itu telah membuat dirinya 
mempunyai hak untuk memasuki sebuah bangunan tertentu.  
Jika karena adanya unsur-unsur yang memberatkan 
seperti yang telah dibicarakan diatas, pidana yang diancamkan 
bagi pelakunya telah diperberat menjadi selama-lamanya tujuh 
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tahun, maka didalam Pasal 363 ayat (2) KUHP lebih 
memperberat pidana yang diancam bagi pelakunya menjadi 
selama-lamanya sembilan tahun penjara, yakni jika tindak 
pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari didalam 
suatu tempat kediaman atau diatas sebuah perkarangan 
tertutup yang diatasnya terdapat tempat kediaman, atau yang 
dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa 
sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang 
yang itu ternyata :  
a. Telah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-
sama.  
b. Telah dilakukan oleh pelaku dengan melakukan 
pembongkaran, perusakan, pemanjatan, atau dengan 
memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam 
palsu dalam usahanya untuk memperoleh jalan masuk ke 
tempat kejahatan atau dalam usahanya untuk mencapai 
benda yang hendak diambilnya. 
 
 
D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan 
xlix 
 
Dalam membahas faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, maka 
timbul beberapa teori yang menjelaskan mengapa kejahatan tersebut dapat 
terjadi. Menurut Romli, dalam menjelaskan perspektif teori kriminologi untuk 
masalah kejahatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian (Romli 
Atmasasmita, 1992:71) :  
1. Titik pandang secara makro (macrotheories)  
Titik pandang makro ini, menjelaskan kejahatan dipandang dari segi 
struktur sosial dan dampaknya, yang menitik beratkan kejahatan pada pelaku 
kejahatan. misalnya teori anomi dan teori konflik. 
2. Titik pandang secara mikro (microtheories)  
Titik pandang secara mikro ini menjelaskan mengapa seseorang atau 
kelompok dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa didalam 
masyarakat terdapat individu-individu yang melakukan kejahatan dan 
terdapat pula individu atau sekelompok individu yang tidak melakukan suatu 
kejahatan.  
3. Bridging theories  
Teori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana 
seseorang atau sekelompok individu menjadi penjahat.  
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Lebih lanjut lagi, A.S Alam menjelaskan teori tentang sebab kejahatan 
dipandangan dari sudut sosiologis. Teori-teori ini dikelompokkan dalam 3 
(tiga) bagian : (A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010:47- 61)  
4. Teori Anomie (Ketiadaan Norma)  
Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh besar pada perkembangan 
teori ini yaitu :  
Emile Durkheim  
Emile Durkheim merupakan ahli sosiologi Prancis, memberikan 
penjelasan pada “normlessness, lessens social control”, bahwa 
kemerosotan moral yang terjadi sebagai akibat berkurangnya 
pengawasan dan pengendalian sosial, sehingga menyebabkan 
individu sulit untuk menyesuaikan diri dalam perubahan norma, 
bahkan seringkali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Menurut 
Durkheim perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh diri individu itu 
sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kelompok ataupun organisasi 
sosial lainnya.  
Teori anomie Durkheim ini dipandang sebagai kondisi yang 
mendorong sifat individualistis yang cenderung melepaskan 
pengendalian sosial. Keadaan ini juga akan diikuti dengan perilaku 
menyimpang dari individu dalam pergaulan di masyarakat. Durkheim 
li 
 
memandang bahwa suatu masyarakat yang sederhana berkembang 
menuju suatu masyarakat modern, maka kedekatan (intimacy) yang 
diperlukan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum (a 
common set of rules) juga akan merosot. Dalam sebuah ketentuan 
dalam masyarakat, tindakan serta harapan individu akan bertentangan 
dengan harapan dan tindakan individu lainnnya. Hal ini jika terjadi 
secara berkelanjutan maka tidak mungkin sistem yang dibangun dalam 
masyarakat akan rusak, sehingga masyarakat tersebut berada pada 
kondisi anomi.  
Robert Merton  
Berbeda dengan teori Emile Durkheim sebelumnya, teori Robet 
Merton melihat bahwa kejahatan timbul oleh karena adanya 
perbedaan struktur dalam masyarakat (social structure). Pada 
dasarnya semua individu memiki kesadaran hukum dan taat pada 
hukum yang berlaku, namun pada kondisi tertentu (adanya tekanan 
besar), maka memungkinkan individu untuk melakukan suatu 
kejahatan. Keinginan yang cukup besar untuk meningkat secara sosial 
(social mobility) membawa pada penyimpangan, karena struktur sosial 
yang membatasi untuk mencapai tujuan tersebut.  
5. Teori Penyimpangan Budaya (Culture Deviance Theories)  
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Teori penyimpangan budaya muncul sekitar tahun 1925-1940. Teori ini 
memandang bahwa kejahatan timbul oleh karena perbedaan kekuatan sosial 
(social forces) dimasyarakat. Penyimpangan budaya memandang kejahatan 
sebagai nilai-nilai khas pada kelas bawah (lower class). Penyesuaian diri 
terhadap sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkahlaku didaerah-
daerah kumuh (slum area) akan membuat benturan dengan hukum-hukum 
masyarakat.  
6. Tiga teori utama dari teori penyimpangan budaya :  
- Social disorganization 
- Differential association 
- Cultural conflict  
Social disorganization theory memfokusan pada perkembangan 
area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berhubungan dengan 
disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh 
industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. 
Menurut Thomas dan Znaniecky, lingkungan yang disorganized secara 
social, dimana nilai-nilai dan tradisi konvensioanal tidak transmisikin 
dari satu generasi kegenerasi lainnya. Gambaran mengenai teori ini 
dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari dalam kehidupan anak 
yang dibesarkan dipedesaan dengan budaya dan adat yang masih 
kental, kemudian ketika si anak berpindah ke perkotaan dengan 
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kehidupan yang penuh dengan tingkahlaku yang bebas, maka tidak 
menutup kemungkinan si anak akan ikut dalam pergaulan yang bebas 
juga.  
Differential association, menjelaskan kejahatan itu muncul oleh 
karena akibat dari hubungan dari nilai-nilai (contact) dan sikap-sikap 
antisosial serta pola-pola tingkahlaku criminal. Sementara culture 
conflict theory memberikan penjelasan bahwa setiap masyarakat 
memiliki aturan yang mengatur tingkahlaku mereka masing-masing 
(conduct norms), dan disatu sisi aturan tersebut bertentangan dengan 
aturan tingkahlaku kelompok lainnya. Sehingga terjadi benturan antar 
kelompok tersebut.  
7. Teori kontrol Sosial  
Teori kontrol sosial mendasarkan pertanyaan mengapa seseorang taat 
terhadap aturan yang berlaku ditengah-tangah maraknya kejahatan yang 
terjadi dimasyarakat?. Atas pertanyaan ini, kontrol sosial memandang bahwa 
kejahatan itu akan muncul ketika pengendali sosial yaitu seperangkat aturan 
melemah atau bahkan hilang dimasyarakat. Untuk itu diperlukan cara-cara 
yang khusus untuk mengatur tingkahlaku masyarakat dan membawa kepada 
ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.  
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
liv 
 
Pemerintah atau Negara berusaha untuk menanggulangi kejahatan, 
dimana menanggulangi kejahatan mencakup kegiatan mencegah sebelum 
terjadinya dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum 
dipenjara atau lembaga permasyarakatan.  
Menurut Widy (2007) bahwa : “Ada tiga langkah penting yang perlu 
dilakukan dalam upaya mencegah, menanggulangi, dan memberantas 
kejahatan yaitu :  
1. Memberlakukan hukuman yang tegas terhadap para pelaku 
kejahatan.  
2. Menerapkan system keamanan terpadu, 
3. Memperbaiki kondisi sosial di lingkungan sekitar”.  
(http://widy133.multiply.com/journal/item/14) 
Dimana menurut-masing penjelasan adalah sebagai berikut :  
1. Memberlakukan hukuman yang tegas terhadap para pelaku kejahatan  
Hukum tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik 
sosial, namun lebih penting lagi, ia menjadi sarana menuju kehidupan 
yang lebih beradab. Proses hukum merupakan infrastruktur untuk 
membangun kembali ingatan sosial akan perbuatan yang pernah 
melanggar norma. Hukum bukan dimaksudkan untuk alat balas 
dendam, namun dalam kehidupan publik, berfungsi melembagakan 
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ingatan sosial akan kejahatan di masa lalu. Hukuman bagi pelaku 
kejahatan sangat berperan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang 
sama di masa depan.  
2. Menerapkan sistem keamanan terpadu  
Sistem keamanan terpadu merupakan penggunaan alat dari 
berbagi alat bantu yang dapat memantau, mencegah, mengontrol, dan 
melindungi warga dari tindak kejahatan secara menyeluruh, kontiniu, 
dan terkoordinasi. Guna mempersulit seseorang melakukan kejahatan, 
berbagai jenis peralatan keamanan harus selalu dihadirkan di berbagai 
tempat yang butuh perlindungan. Berbagai alat, baik yang bernapas 
maupun yang tidak, bergerak maupun diam, harus ikut dilibatkan 
secara bersama-sama agar masyarakat dapat selalu bebas 
beraktivitas tanpa dihantui rasa takut.  
3. Memperbaiki kondisi sosial di lingkungan sekitar  
Salah satu upaya memperbaiki kondisi sosial di lingkungan 
sekitar adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan dapat 
membangun ketrampilan, mendorong pemecahan konflik dan 
membangun upaya damai. Masyarakat yang berpendidikan jelas tidak 
akan berbuat jahat karena setiap orang paham bagaimana cara 
menyelesaikan persoalan secara baik dan rasional. Dengan 
memperbaiki kualitas pendidikan, lingkungan warga dapat bertahan 
dalam menghadapi segala macam bentuk kejahatan. Selain 
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meningkatkan kualitas pendidikan, upaya memperbaiki kondisi sosial 
dilingkungan sekitar adalah dengan memberantas kemiskinan. Dimana 
salah satu penyebab kemiskinan adalah masalah pengangguran. 
Dalam teori ekonomi, salah satu cara membuka lapangan pekerjaan 
ialah dengan mempertinggi pertumbuhan ekonomi. Cara terbaik untuk 
membuat pertumbuhan ekonomi ialah dengan memacu investasi. 
Makin banyak investasi yang dibuka, makin luas lapangan pekerjaan.  
Soedjono (1984:19) mengemukakan bahwa:  
“Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dilakukan dengan 
apa yang dinamakan metode moralistik dan abolisionistik. Moralistik 
dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang bisa dilakukan 
oleh para ulama, para pendidik dan lain-lain. Sedangkan cara 
abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konseptual yang 
harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali 

























A. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yaitu pada Pengadilan 
Negeri Makassar, alasan memilih Makassar oleh karena penulis menganggap 
bahwa di Kota Makassar tingkat pencurian terus mengalami peningkatan 
selain itu di Kota Makassar dapat memudahkan penulis untuk memperoleh 
data penelitian. 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam 
penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu : 
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1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 
wawancara dengan pihak kepolisisan di unit kerja POLRESTABES 
Makassar, khususnya pada Kesatuan Reserse Kriminal (Reskrim). 
2. Jenis Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang berasal dari peraturan perundang-
undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau 




C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian, peneliti turun langsung ke lapangan (Kantor 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar), untuk mengumpulkan data dengan 
cara : 
1. Wawancara, untuk menjaring data-data yang terkait dengan penelitian 
ini, maka dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten 
dengan penelitian ini, khususnya pihak kepolisian pada Kesatuan 
Reserse Kriminal di unit kerja POLRESTABES Makassar. 
2. Studi Dokumentasi, mempelajari berkas-berkas perkara yang masuk 
ke polisi, baik berupa dokumen-dokumen penyelidikan, penyidikan, 
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Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terkait dengan perkara 
pencurian handphone di Kota Makassar. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder 
dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
E. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran mengenai isi proposal ini maka penulis 
menyusun bab-bab yang terdiri dari lima bab, yang mana hubungan antara 
bab saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Sistematika penulisannya 
adalah sebagai berikut : 
1. Bab satu adalah pendahuluan membahas tentang latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan 
penelitian. 
2. Bab dua adalah tinjauan pustaka, yang memuat : pengertian dan 
ruang lingkup kriminologi, pengertian kejahatan, pengertian, unsur-
unsur, dan jenis kejahatan pencurian, faktor-faktor penyebab 
terjadinya kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan. 
lx 
 
3. Bab tiga adalah metode penelitian yang memuat tentang : lokasi 
penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis 
data, dan sistematika penulisan. 
4. Bab empat adalah hasil penelitian dan pembahasan yang memuat 
tentang : Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan 
kejahatan pencurian handphone di Kota Makassar, dan upaya yang 
dilakukan aparat kepolisian untuk menanggulangi kejahatan pencurian 
handphone di Kota Makassar. 
5. Bab lima adalah penutup yang memuat tentang : kesimpulan dan 
saran. Serta  






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Melakukan Kejahatan 
Pencurian Handphone Di Kota Makassar. 
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Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan 
bermasyarakat di Kota Makassar adalah permasalahan yang terkait 
pencurian handphone, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat 
dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan 
permasalahan pencurian yang hampir setiap hari terjadi. 
Tindak kejahatan seperti pencurian sudah sangat sering terjadi bahkan 
sudah semakin dekat dengan kehidupan kita sekarang ini. Pencurian yang 
dilakukan bukan hanya terjadi di mal dan tempat-tempat keramaian lain 
seperti pasar saja, bahkan tindak kriminal yang sangat merugikan orang ini 
sudah merambah hingga ke kos-kosan dan di rumah-rumah warga. Sudah 
sekian banyak mahasiswa/I, dan orang-orang secara umum yang mengeluh 
bahkan menangis karena kehilangan barang-barang berharga mereka 
seperti; laptop, notebook, motor, dan handphond. 
Handphone yang saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok (selain 
makan dan minum) menandakan bahwa mobilitas masyarakat Indonesia 
khususnya di Kota Makassar begitu tinggi, bahkan hampir di setiap lapisan 
masyarakat, baik itu yang ekonominya tinggi, menengah, bahkan yang 
ekonominya pas-pasan pun saat ini hampir seluruhnya memakai handphone, 
begitu pentingnya handphone saat ini menjadikan alat ini diminati oleh 
banyak orang, kapanpun handphone tersebut hendak di jual, di gadaikan, 
atau bahkan di tukar tambah dengan handphone atau barang lain pasti dapat 
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terlaksana setiap waktu, karena banyaknya tempat-tempat yang saat ini 
menjadi sarana bagi jual-beli dan tempat menggadai handphone. 
Seiring dengan pentingnya penggunaan handphone saat ini 
menjadikan kejahatan, khususnya kejahatan pencurian terhadap handphone 
menjadi marak terjadi di Kota Makassar, ini dapat terlihat dari data yang 
dimiliki oleh Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar terkait 
dengan kejahatan pencurian handphone : 
Tabel 1 
Data Kejahatan Pencurian di Kota Makassar 
No. Tahun Jumlah Kejahatan Kejahatan Pencurian 
1. 2010 673 381 
2. 2011 714 393 
3. 2012 697 388 
Data Polrestabes Makassar Tahun 2010-2012 
Dari data yang tergambar pada tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa 
begitu banyaknya kejahatan yang terjadi di Kota Makassar setiap tahunnya 
itu di dominasi oleh kejahatan pencurian, oleh karena itu walaupun data 
setiap tahunnya dari tahun 2010 hingga tahun 2012 mengalami fluktuasi, 
namun khusus kejahatan pencurian menjadi jumlah yang paling banyak dari 
keseluruhan jumlah kejahatan yang terjadi di Kota Makassar, karena setiap 
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tahun jumlah kejahatan, maka jumlah kejahatan pencurian selalu di atas 50% 
dari jumlah kejahatan yang terjadi. 
Dan khusus untuk pencurian handphone di Kota Makassar, maka 
dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : 
Tabel 2 
Data Kejahatan Pencurian Handphone di Kota Makassar 
No. Tahun Kejahatan Pencurian Pencurian Handphone 
1. 2010 381 132 
2. 2011 393 121 
3. 2012 388 147 
Data Polrestabes Makassar Tahun 2010-2012 
Dari data yang tergambar pada tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa 
begitu banyaknya kejahatan pencurian yang terjadi di Kota Makassar setiap 
tahunnya itu di dominasi oleh kejahatan pencurian handphone, oleh karena 
itu walaupun data setiap tahunnya dari tahun 2010 hingga tahun 2012 
mengalami fluktuasi, namun khusus kejahatan pencurian handphone menjadi 
jumlah yang paling banyak dari keseluruhan jumlah kejahatan pencurian 
yang terjadi di Kota Makassar, karena setiap tahun jumlah kejahatan 
pencurian, maka jumlah kejahatan pencurian handphone selalu di atas 40% 
dari jumlah kejahatan yang terjadi. 
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Berdasarkan fakta-fakta di atas maka dapat diuraikan faktor-faktor 
yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pencurian handphone di 
Kota Makassar, yakni : 
1. Faktor Kebutuhan Ekonomi 
Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan 
pencurian handphone di Kota Makassar yakni faktor kebutuhan ekonomi. 
Kebutuhan manusia banyak dan beraneka ragam, bahkan tidak hanya 
beraneka ragam tetapi bertambah terus tidak ada habisnya. Satu kebutuhan 
telah di penuhi, tentu akan datang lagi kebutuhan yang lainnya. 
Kebutuhan ekonomi setiap orang berbeda-beda, oleh karena itu dapat 
dikatakan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan ekonomi masing-masing, 
ada yang tingkat kebutuhannya tinggi, sedang, dan rendah. Namun yang 
menjadi masalah adalah ketika kebutuhan ekonomi untuk melanjutkan hidup 
itu tidak seimbang dengan penghasilan yang di dapatkan dari hasil kerja, 
inilah yang membuat seseorang biasanya menjadi gelap mata, sehingga 
tanpa berpikir panjang melakukan tindak kejahatan. 
Kejahatan yang dilakukan karena desakan ekonomi membuat 
seseorang yang tadinya baik dapat berubah, oleh karena kebutuhan ekonomi 
menjadi sangat penting dalam melanjutkan kehidupannya di masa yang akan 
datang, bagi orang yang berpikiran panjang pasti tidak akan melakukan cara-
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cara yang melanggar hukum (kejahatan) guna menutupi kebutuhan/desakan 
ekonomi hidupnya. Namun yang tidak berpikiran demikian, maka cara mudah 
untuk menutupi kekurangan yang dibutuhkan dilakukan dengan cara mencuri, 
dan biasanya barang-barang yang di curipun merupakan barang-barang yang 
mudah di curi (sehingga resiko yang di timbulkan tidak besar) dan mudah 
untuk di jual, agar tidak repot di kemudian hari untuk menguangkan barang 
tersebut (hasil wawancara penulis dengan anggota satuan reserse kriminal 
Polrestabes Makassar). 
2. Faktor Lingkungan 
Manusia sebagai makhluk individu, tidak akan terlepas dan pengaruh 
lingkungan tempat ia hidup bermasyarakat. Manusia akan selalu berproses 
dan lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. 
Dalam kaitannya dengan faktor lingkungan, Sutherland berpendapat 
bahwa kejahatan itu bersumber dan masyarakat. Masyarakatlah yang 
memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri 
yang akan menanggung akibatnya walaupun secara tidak langsung. Oleh 
karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah di masyarakat. Sifat-




Sutherland (Romli Atmasasmita, 1988:80) lebih lanjut menjelaskan 
dalam teorinya Differential Association, mengetengahkan sembilan 
pernyataan sebagai berikut : 
1) Criminal behavior is learned, this means that criminal behavior is 
not inhented. (Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari 
secara negatif berarti perilaku itu tidak diwarisi). 
2) Criminal behavior is learned Indonesia interaction with other 
persons in a process of communication is verbal Indonesia many 
respects but includes also the communication of gesture (Perilaku 
kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu 
proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat 
lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat). 
3) The principal part of the learning of criminal behavior occurs within 
intimae personal groups. Negatively, this means that the 
interpersonal agencies of communication, such us movies, and 
newspaper, plays relatively untuk important part in the genesis of 
criminal behavior. (Bagian yang terpenting dalam proses 
mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal 
yang intim. Secara negatif ini berarti komunikasi yang bersifat tidak 
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personal, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam 
hal terjadinya kejahatan). 
4) When criminal behavior is learned, the learning Indonesia includes 
(a) techniques of comminuting the crime, which are sometimes very 
complicated, sometimes very simple, (b) the specific direction of 
motives, drivers, relationalizations, and attitudes. (Apabila perilaku 
kejahatan dipelajari maka yang dipelajari meliputi, (a) teknik 
melakukan kejahatan, (b) motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, 
alasan-alasan pembenar termasuk sikap-sikap). 
5) The specifics direction of motives and drives is learned from 
definition of the legal codes as favorable on unfavorable. In some 
societies and individual is surround by person who Indonesia 
variably define the legal codes as rules to be observed, while 
Indonesia others is surrounded by person whore definitions are 
favorable to the violation of the legal codes. (Arah dan motif dan 
dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dan peraturan 
hukum. Dalam suatu masyarakat kadang dikelilingi oleh orang-
orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam 
peraturan hukum sebagai suatu yang perlu diperhatikan dan 
dipatuhi, namun kadang Ia dikelilingi oleh orang-orang yang 
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melihat aturan hukum sebagai suatu yang memberi peluang 
dilakukan kejahatan). 
6) A person becomes delinquent because of an excess of definitions 
favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation 
of law. (Seseorang menjadi deliquen karena akses dan pola-pola 
pikir yang Iebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang 
dilakukannya kejahatan dan pada yang melihat hukum sebagai 
sesuatu yang harus dipatuhi). 
7) Differential Association may very In frequency, duration, priority, 
and intensity. (Differential Association bervariasi dalam hal 
frekuensi yaitu waktu, prioritas serta intensitas). 
8) The process of learning criminal behavior by association with 
criminal and anti-criminal patterns involves all of the mechanisms 
that are involved in any other learning. (Proses mempelajari 
perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-
pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh 
mekanisme yang lazimnya terjadi dalam setiap proses belajar pada 
umumnya). 
9) While criminal behavior is an expression of general needs and 
values, it is not explained by those general needs and values since 
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non-criminal behavior is an expression of the same needs and 
values. (Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan 
kebutuhan dan nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan 
oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum itu, sebab perilaku yang bukan 
kejahatan juga merupakan pernyataan dan kebutuhan-kebutuhan 
dan nilai-nilai yang sama). 
Selain faktor tersebut, aliran klasik yang mendasarkan pada psikologi 
hedonistik yang menyebutkan bahwa kenikmatan adalah tujuan utama setiap 
orang. 
Oleh karena itu, faktor lingkungan merupakan faktor yang sangat 
berpengaruh yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pencurian 
handphone di Kota Makassar, lingkungan yang mendukung terhadap 
kejahatan pencurian menyebabkan seseorang yang tadinya baik (tidak ada 
niatan untuk melakukan kejahatan pencurian) menjadi berani untuk 
melakukan tindakan kejahatan berupa pencurian, khususnya pencurian 
handphone. 
3. Faktor Gaya Hidup 
Faktor gaya hidup yang dimaksud dalam faktor penyebab ini adalah 
motif yang melatarbelakangi sehingga seserang melakukan tindakan 
kejahatan pencurian, karena hanya untuk kesenangan semata tanpa ada 
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motif lain. Profesi ini dilakukan dengan dasar untuk memperoleh kepuasan 
batin semata. 
Tingginya tingkat kebutuhan dan masuknya budaya barat yang begitu 
pesat di Kota Makassar membuat para anak-anak di Kota Makassar tidak 
mau ketinggalan trend (khususnya jenis dan keunggulan handphone atau 
yang biasa disebut sebagai gadget pintar) sehingga karena tidak didukung 
dengan ekonomi yang baik maka salah satu solusi yang mudah untuk 
dilakukan adalah dengan melakukan pencurian handphone-handphone 
terbaru dan tercanggih yang kerjanya cepat dan penghasilannya tinggi, dan 
dapat bersaing gaya dengan teman-temannya yang lain (khususnya di 
kalangan pelajar)”. 
B. Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Untuk Menanggulangi 
Kejahatan Pencurian Handphone Di Kota Makassar. 
Banyak cara yang dapat ditempuh untuk penanggulangan ke- jahatan 
baik dari pola tindakan yang paling keras berarti sama brutalnya dengan 
kejahatan itu sendiri yang menjurus kanibalisme maupun tindakan 
pencegahan kejahatan yang bersifat “socialtreatment” atau “therapeutic”. 
Penanggulangan kejahatan secara hukum yang dogmatik-legalistis maupun 




Penanggulangan kejahatan secara hukum dimaksudkan 
penyelenggaraan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana 
dapat diartikan sangat luas sekali, bukan saja tindakan yang represif sesudah 
terjadi kejahatan dan ketika ada prasangka sedang terjadi kejahatan, akan 
tetapi meliputi tindakan preventif sebagai usaha menjaga kemungkinan akan 
terjadinya kejahatan dan menangkal kejahatan tetap pada garis batas yang 
terendah. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian 
(reskrim Polrestabes Makassar), bahwa upaya yang dilakukan aparat 
kepolisian untuk menanggulangi kejahatan pencurian handphone di Kota 
Makassar adalah : 
1. Upaya Pencegahan Kejahatan (Preventif) 
Adapun alasan kepolisian untuk mengutamakan pencegahan 
kriminalitas adalah karena “tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada 
tindakan represif dan koreksi”.  
Sejalan dengan pendapat tersebut, Arief Gosita (1993:81) 
mengemukakan bahwa usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu 
organisasi yang rumit dan birokrasi, yang dapat menjurus ke arah 
birokratisme yang merugikan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang. Usaha 
pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif 
dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya 
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tidak diperlukan banyak dan tenaga seperti pada usaha represif, dan 
rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan 
secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian 
seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan 
sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, 
memasang lampu di tempat gelap, memperhatikan tempat meletakkan 
handphone, dan lain-lain.  
Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif 
seperti antara lain; stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum atau 
dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, 
pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang 
dapat menjurus ke arah residivisme. Viktimisasi struktural yaitu penimbulan 
korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan 
tersebut, misalnya korban suatu sistem penghukuman, peraturan tertentu 
sehingga dapat mengalami penderitaan mental, fisik dan sosial.  
Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan 
meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. 
Dengan demikian, usaha pencegahan dapat membantu orang 
mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi, oleh 
karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang 
diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai 
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masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan 
penyimpangan lain merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan 
mental, fisik dan sosial seseorang.  
Usaha pencegahan kriminalitas, kata pencegahan dapat berarti antara 
lain mengadakan usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan 
pemikiran ini, maka dalam rangka merubah perilaku kriminil, kita harus 
merubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal yang 
mendukung perbuatan kriminil yang ada dan menambah risiko yang 
dikandung pada suatu perbuatan kriminal (tidak merehabilitasi si pelaku 
kriminal). Usaha pencegahan kriminalitas bergantung pada dua aspek 
perbaikan lingkungan tersebut di atas, terutama yang pertama ilmu 
pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan 
dikembangkan sampai suatu titik dimana perilaku menyimpang yang utama 
dapat diawasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi adalah 
apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan di mana orang dapat 
berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku 
menyimpang/dikuatkan (hasil wawancara penulis dengan pihak reskrim 
Polrestabes Makassar).  
Tujuan pencegahan kriminalitas akan mempengaruhi penentuan 
kebijaksanaan pelaksanaannya. Adapun tujuan dari suatu usaha pencegahan 
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kriminalitas adalah antara lain mencapai masyarakat yang adil dan makmur 
(material dan spiritual). Dengan demikian maka tujuan tadi dapat meliputi :  
- Pemeliharan kelestarian hidup bersama manusia; 
- Penjaminan kepastian hidup dan rasa aman tentram setiap warga 
negara; 
- Mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat;  
- Pengurangan penyimpangan perilaku warga negara dan yang 
berkuasa (politis, ekonomis, religius).  
Usaha pencegahan kriminalitas yang disamping memperhatikan 
perbaikan lingkungan juga memperhitungkan pembinaan mental dapat 
dianggap sebagai satu cara yang paling baik, meskipun pemantapannya 
adalah tidak mudah dan makan waktu. 
Cara-cara pencegahan yang bersifat langsung dan tidak langsung, 
menurut Gosita (1993:381) adalah sebagai berikut :  
Bersifat langsung: kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum 
terjadinya suatu kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang 
bersangkutan, antara lain meliputi kegiatan:  
- Pengamanan obyek kriminalitas dengan sarana fisik/kongkrit 
mencegah hubungan antara pelaku dan obyek dengan berbagai 
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sarana pengamanan; pemberian pagar, memasukkan dalam almari 
besi, dan lain-lain. 
- Pemberian pengawal/penjaga pada obyek kriminalitas.  
- Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminil dengan 
perbaikan lingkungan; menambah penerangan lampu, merubah 
bangunan, jalan dan taman sedemikian sehingga mudah diawasi. 
- Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial 
yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas. Misalnya perbaikan 
sistem ekonomi yang meratakan pendapatan setiap orang.  
- Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan 
kriminalitas. Misalnya mencegah hubungan antara si pelaku dan si 
korban (si penipu dan korban penipuan). 
- Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan 
berdasarkan beberapa pertimbangan. Misalnya 
penghapusan/penarikan Undang-Undang cek kosong berdasarkan 
pertimbangan menghambat perekonomian.  
Bersifat tidak langsung: kegiatan pencegahan yang belum dan atau 
sesudah dilakukan kriminalitas yang antara lain:  
- Penyuluhan penyadaran mengenai: tanggung jawab bersama 
dalam terjadinya kriminalitas; mawas diri; kewaspadaan terhadap 
harta milik sendiri dan orang lain; melapor pada yang berwajib atau 
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orang lain bila ada dugaan akan/terjadinya suatu kriminalitas; 
akibat kriminalitas. 
- Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu 
kriminalitas yang mengandung di dalamnya ancaman hukuman.  
- Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang 
memenuhi keperluan pisik, mental dan sosialnya. 
- Penimbulan kesan akan adanya pengawasan/penjagaan pada 
kriminalitas yang akan dilakukan dan obyek. 
Pencegahan melalui perbaikan lingkungan (sebelum kriminalitas 
dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut :  
- Perbaikan system pengawasan. 
- Perencanaan dan disain perkotaan. 
- Kesempatan melakukan perbuatan kriminal. Misalnya pemberian 
kesempatan mencari nafkah secara wajar untuk dapat memenuhi 
keperluan hidup, penghapusan/mengurangi daerah rawan; 
mengurangi kekhawatiran penduduk terhadap gangguan perbuatan 
kriminil, pengurangan gangguan, pemikiran mencari jalan keluar.  
Pencegahan melalui perbaikan perilaku (sebelum kriminalitas 
dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut:  
- Pemberian imbalan pada perilaku yang sesuai dengan hukum.  
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- Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku kriminil. 
- Patroli polisi untuk pencegahan. 
- Pengikutsertaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas.  
- Pendidikan para calon korban kriminalitas; mengenai usaha- usaha 
pencegahan. 
- Peningkatan/pengadaan program asuransi. 
- Penguatan ikatan sosial tetangga di daerah perkotaan.  
Hasil/akibat pencegahan melalui perbaikan dan perilaku sebelum 
kriminalitas dilakukan adalah antara lain:  
- Pengurangan angka kejahatan/korban kejahatan. 
- Pengurangan tekanan/beban pada penduduk, polisi, pengadilan 
dan organisasi pembinaan. 
- Pengurangan angka gangguan/pelanggaran pada kebebasan 
penduduk; dan pengurangan pengeluaran untuk kegiatan kriminil. 
- Lebih banyak pengeluaran untuk pengembangan kota, perbaikan 
lingkungan, pendidikan dan pemberian kerja.  
Hasil tersebut di atas menjurus ke hari kemudian yang berakibat 
antara lain sebagai berikut (hasil wawancara penulis dengan anggota reskrim 
Polrestabes Makassar):  
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- Pengurangan angka kriminalitas/korban kejahatan (khususnya 
korban kejahatan pencurian handphone di Kota Makassar).  
- Kondisi lingkungan Kota Makassar yang lebih baik. 
- Pengeluaran pihak kepolisian (khususnya Polrestabes Makassar) 
yang lebih rendah untuk mengatasi Kriminalitas.  
- Pengeluaran untuk kesejahteraan yang lebih rendah  
- Pembangunan kembali lingkungan perkotaan Kota Makassar, dan 
- Pengurangan penyimpangan perilaku (pelaku pencurian 
handphone di Kota Makassar). 
Cara pencegahan setelah tindakan kriminil dilakukan serta hasilnya:  
- Pencegahan kriminalitas melalui perbaikan lingkungan (setelah 
tindakan kriminal dilakukan); 
- Pengembangan sistem respons yang cepat. Misalnya: Adanya 
tindakan penanganan yang cepat dan tepat dari pihak yang 
berwajib apabila mendapat laporan mengenai tindakan- tindakan 
yang kriminil; 
- Pembuktian yang ilmiah sebagai dasar penghukuman. Misalnya 
keterangan ahli para ahli-ahli ilmu forensik sebagai dasar 
penentuan pengambilan kebijaksanaan tindakan lebih lanjut; 
- Sistem pengumpulan dan penggunaan data dengan komputer; 
- Sistem komunikasi yang modern; 
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- Sistem pengusutan atau penangkapan yang lebih baik.  
Pencegahan kriminalitas melalui perbaikan perilaku (setelah kejahatan 
dilakukan) adalah antara lain dapat meliputi :  
- Penelitian lingkungan/perilaku dalam pengawasan tindakan 
perilaku kriminil untuk dalam hal ini yang tidak ada di bawah 
pengawasan pada saat ini. Misalnya melakukan penelitian cara-
cara yang efisien dan efektif pengawasan kriminalitas dan 
perbaikan lingkungan berdasarkan penelitian atas perilaku dan 
lingkungan para pelaku-pelaku kriminalitas; 
- Penggunaan kriminalitas yang telah dilakukan sebagai dasar 
penelitian lebih lanjut menggunakan kriminalitas pencurian, 
penipuan, perampokan dan lain-lain yang telah dilakukan untuk 
mencari sebab hakekat terjadinya kriminalitas pada umumnya.  
Akibat pencegahan melalui perbaikan lingkungan dan perilaku 
(sesudah kriminalitas dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut:  
- Penyaluran para pelaku kriminil dalam suatu kesatuan kerja di Kota 
Makassar. 
- Pengawasan atas perilaku kriminil oleh pihak kepolisian di 
Polrestabes Makassar. 
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan (Represif) 
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Upaya penanggulangan kejahatan pencurian handphone oleh pihak 
kepolisian di Polrestabes Makassar adalah dengan menumbuhkan rasa 
kesadaran masyarakat atau pandangan masyarakat terhadap masalah 
kejahatan yang tumbuh dalam masyarakat. 
Sejalan dengan hal tersebut, Romli Atmasasmita (1992:67) 
mengemukakan bahwa:  
“Tidaklah dapat disangkal kiranya, bahwa pembahasan perihal segi 
kriminologi terhadap usaha penanggulangan masalah kejahatan 
(dengan berlandaskan kepada pendapat para Kriminoloog 
terdahulu),tiada lain adalah membahas masalah reaksi masyarakat 
terhadap masalah kejahatan”.  
Pembahasan mengenai masalah reaksi masyarakat dimaksud, pada 
hakekatnya persoalannya bertitik tolak dari pada perkembangan   kesadaran 
hukum masyarakat atau pandangan masyarakat terhadap masalah kejahatan 
yang tumbuh dalam masyarakat.  
Kesimpulannya, apa yang dimaksud dengan Konsepsi Kriminologi 
tentang penanggulangan kejahatan pada umumnya secara konkrit dapat 
disebutkan adalah usaha penanggulangan masalah kejahatan melalui 
penggunaan metode perlakuan (treatment-method) sebagai bentuk reaksi 
masyarakat yang bersifat non-punitip terhadap perbuatan kenakalan dan 
para pelakunya. Munculnya metode perlakuan (treatmentmethod) sebagai 
bentuk baru dalam usaha penanggulangan kejahatan dan pelaku kejahatan 
(termasuk pula kenakalan remaja) dan para pelakunya, hal ini tidaklah berarti 
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fungsi dan peranan metode hukuman (punishment-method) harus 
ditinggalkan.  
Suatu azas umum dalam penanggulangan kejahatan (crime 
prevention) yang banyak dipergunakan dewasa ini di negara-negara yang 
telah maju adalah merupakan gabungan dua sistem yakni melalui:  
- Cara moralistic: dilaksanakan dengan penyebar-luasan ajaran- 
ajaran agama, dan moral, perundang-undangan yang baik dan 
sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat 
jahat. 
- Cara abolionisti: berusaha memberantas, menanggulangi 
kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.  
Masalah crime and crime causation ini, dapatlah ditarik kesimpulan 
bahwa pada hakekatnya, yang menjadi obyek crime prevention itu adalah: 
kejahatan dan para pelaku kejahatan (the crime and the criminal) agar tidak 
melakukan kejahatan (mengulangi kejahatan dan agar orang lain tidak 
menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh the criminal. 
Tujuan dilakukannya penanggulangan kejahatan (represif) oleh pihak 
kepolisian di Polrestabes Makassar adalah : 
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- Agar tindak kejahatan pencurian (khususnya pencurian 
handphone) di Kota Makassar dapat di tanggulangi secara 
maksimal; 
- Menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat akan taat hukum, agar 
kejahatan pencurian dapat di minimalisir; 
- Memberikan rasa aman bagi masyarakat, agar tidak merasa was-


















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan 2 (dua) hal, sebagai berikut :     
1. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan 
pencurian handphone di Kota Makassar adalah pertama faktor 
kebutuhan ekonomi, kedua adalah faktor lingkungan, dan ketiga adalah 
faktor gaya hidup. Ketiga faktor inilah yang kemudian menumbuhkan 
cikal-bakal seseorang untuk melakukan kejahatan, khusus faktor gaya 
hidup didasarkan atas tingkat kebutuhan dan masuknya budaya barat 
yang begitu pesat di Kota Makassar membuat para anak-anak di Kota 
Makassar tidak mau ketinggalan trend, sehingga karena tidak didukung 
dengan ekonomi yang baik maka salah satu solusi yang mudah untuk 
dilakukan adalah dengan melakukan pencurian handphone. 
2. Upaya yang dilakukan aparat kepolisian untuk menanggulangi 
kejahatan pencurian handphone di Kota Makassar adalah dengan 
melakukan upaya pencegahan kejahatan (preventif), dan upaya 
penanggulangan kejahatan (represif), kedua hal inilah yang 
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menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat akan taat hukum, agar 
kejahatan pencurian dapat di minimalisir, dan memberikan rasa aman 
bagi masyarakat, agar tidak merasa was-was, dan masyarakatpun 
dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman. 
B. Saran 
Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis 
merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :   
1. Bagi instansi kepolisian sebaiknya selalu mengupayakan pencegahan 
dan penanggulangan pencurian (preventif dan represif), khususnya 
pencurian handphone di Kota Makassar, agar kejahatan pencurian 
tersebut dapat diminimalisir, agar tidak lagi banyak korban akibat 
kejahatan tersebut. 
2. Bagi instansi kepolisian sebaiknya melakukan sosialisasi dan 
koordinasi dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat guna 
memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, agar 
menumbuhkan rasa patuh terhadap hukum bagi seluruh lapisan 
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